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MK akan Memutus Perkara Pengujian Batas Usia Pemilih 
Dalam UU Pemilihan  Kepala Daerah  

 
Jakarta, 29 Januari 2020– Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus pengujian Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Rabu 

(29/01), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi 

dengan nomor perkara 75/PUU-XVI/2019 ini diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan 

Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).  

menguji norma yang berbunyi: 

• Pasal 1  ayat (6) UU Pilkada 

“Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau 

sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. “ 

 

Pada sidang perbaikan permohonan (03/12), Para Pemohon mendalilkan bahwa proses 

pendaftaran pemilih adalah satu tahapan paling penting dalam pemilihan kepala daerah yang 

juga mesti dipastikan prosesnya berlangsung secara jujur dan adil. Salah satu bentuk keadilan 

yang tercermin dalam proses pendaftaran pemilih adalah memberikan kesempatan yang sama, 

dan tidak ada perlakuan yang berbeda kepada setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai 

pemilih, agar kemudian mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan pilihan 

politiknya secara langsung dalam pemilihan kepala daerah. 

Menurut Pemohon, keberlakuan syarat “atau sudah/pernah kawin” sebagai syarat bagi warga 

negara bisa didaftar sebagai pemilih, disebabkan pilihan untuk kawin dianggap sebagai salah 

satu ukuran kedewasaan seseorang manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan berbeda 

antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diberikan batasan usia 19 tahun, sedangkan perempuan 

diberikan batasan usia minimal 16 tahun. 

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dilakukan perubahan 

materi UU Nomor 1/1974 khususnya ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan 

yaitu batas usia perkawinan minimal 19 tahun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Nano Tresna Arfana/LA/MHM) 

Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman Gyang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 
perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib 
memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 
menurut Undang-Undang Dasar. 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 
08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id  

http://www.mkri.id/

